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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang 
Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula 
kebutuhan akan barang dan kebutuhan dana atau modal bagi masyarakat yang 
dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut yang apabila masih 
terjangkau, bisa dilakukan secara tunai, misal kebutuhan akan makanan, 
pakaian, atau modal untuk usaha kecil-kecilan. Namun, apabila barang atau 
modal yang dibutuhkan tersebut cukup tinggi biayanya, maka masyarakat saat 
ini dapat meminta jasa pembiayaan atau fasilitas kredit (pinjaman/ utang 
piutang) baik ke lembaga-lembaga keuangan bank maupun ke lembaga 
keuangan non bank. 
Fasilitas kredit (pinjaman/ utang piutang) umumnya diberikan oleh 
lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak 
selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Pada 
umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk 
umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan/ building 
society (sejenis koperasi di Inggris), Credit Union, pialang saham, aset 
manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis 
serupa lainnya
1
. Lembaga keuangan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 
(dua) jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank 
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(asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan 
lain-lain). Lembaga-lembaga keuangan ini memberikan kemudahan bagi 
masyarakat dalam pemberian kredit (pinjaman/ utang piutang) yang ditujukan 
untuk kepentingan pribadi maupun untuk usahanya. Salah satu sarana yang 
mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah Perbankan. 
Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu 
pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan 
pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit (pinjaman/ utang piutang) 
perbankan. 
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2004 tentang 
Perbankan dirumuskan bahwa :  
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 
 
Hal ini berarti dalam kegiatan sehari-hari bank pada umumnya selalu 
menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan, dan kemudian mengelola dana tersebut untuk disalurkan kembali 
kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit (pinjaman/ utang 
piutang). 
Selain itu dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2004 
tentang Perbankkan tersebut dinyatakan pula bahwa :  
“Kredit (pinjaman/ utang piutang) adalah penyediaaan uang atau tagihan 
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
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tertentu dengan pemberian bunga”2.  
 
Jadi untuk dapat dilaksanakannya pemberian kredit (pinjaman/ utang 
piutang) itu harus ada persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur 
dengan nasabah sebagai penerima kredit (pinjaman/ utang piutang) sebagai 
debitor yang dinamakan perjanjian kredit (pinjaman/ utang piutang). 
Dalam memberikan kredit (pinjaman/ utang piutang) kepada masyarakat, 
bank harus merasa yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada masyarakat itu 
akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya beserta bunganya dan dengan 
syarat-syarat yang telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah yang 
bersangkutan di dalam perjanjian kredit (pinjaman/ utang piutang). Dasar atau 
landasan bagi bank dalam menyalurkan kredit (pinjaman/ utang piutang)nya 
kepada nasabah debitor adalah ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Nomor 
03 Tahun 2004 yang mengatur sebagai berikut : 
Pasal 8 ayat (1): 
“Dalam memberikan kredit (pinjaman/ utang piutang) atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip syariah, Bank umum wajib mempunnyai keyakinan 
berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 
pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjikan.” 
Pasal 8 ayat (2): 
“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkredit 
(pinjaman/ utang piutang)an dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” 
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Untuk mencegah terjadinya kredit (pinjaman/ utang piutang) bermasalah 
dikemudian hari, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikan 
persetujuan atas suatu permohonan kredit (pinjaman/ utang piutang). Untuk 
menganalisis suatu permohonan kredit (pinjaman/ utang piutang) pada 
umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C’s, yaitu :3 
1.  Character (sifat). Dalam hal ini, para analist kredit (pinjaman/ utang 
piutang) pada umumnya mencoba melihat dari data permohonan kredit 
(pinjaman/ utang piutang) yang telah disediakan oleh bank.Bila dirasakan 
perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana 
karakter yang sesungguhnya dari calon debitor tersebut. 
2.  Capacity (kemampuan). Bank mencoba menganalisis apakah permohonan 
dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada 
debitor sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan 
dengan kebutuhan hidup sehari-hari. 
3.   Capital (modal). Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit 
(pinjaman/ utang piutang) yang cukup besar apakah denga modal yang ada, 
mungkin pengembalian kredit (pinjaman/ utang piutang) yanag 
diberikan.Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada. 
4.  Collateral (jaminan). Apakah jamiinan yang diberikan oleh debitor 
sebanding dengan kredti yang diminta. Hal ni penting agar bila debitor 
tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual. 
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5.  Condition of economy (kondisi ekonomi). Situasi dan kondisi ekonomi 
apakah memungkinkan untuk itu. 
Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit (pinjaman/ utang piutang), 
pada dasarnya pemberian kredit (pinjaman/ utang piutang) oleh bank kepada 
nasabah debitor berpedoman pada 2 prinsip, yaitu: 
1. Prinsip kepercayaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian 
kredit (pinjaman/ utang piutang) oleh bank kepada nasabah debitor selalu 
didasarkan kepada kepercayaan.Bank mempunyai kepercayaan bahwa 
kredit (pinjaman/ utang piutang) yang diberikannya bermanfaat bagi 
nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank 
percaya nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit 
(pinjaman/ utang piutang) beserta bunga dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan. 
2.  Prinsip kehati-hatian (prudential principle) bank dalam menjalankan 
kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit (pinjaman/ utang piutang) 
kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prisip 
kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan 
secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit 
(pinjaman/ utang piutang) oleh bank yang bersangkutan.
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Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit 
(pinjaman/ utang piutang), maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah 
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dapat diperoleh keyakinan atas  kemampuan nasabah debitor mengembalikan 
utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang 
dibiayai dengan kredit (pinjaman/ utang piutang) yang bersangkutan. 
Jaminan kebendaan dilakukan oleh pihak bank sebagai bagian dari bentuk 
tanggungjawab dari debitor, jaminan kebendaan ini biasanya dilakukan 
terhadap harta kekayaan debitor yang menurut taksiran pihak bank memiliki 
nilai ekonomis lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan. dalam 
beberapa kasus yang berkaitan dengan kredit (pinjaman/ utang piutang)/ 
pinjaman sebagaimana yang terdapat pada kehidupan sehari-hari bahwa ada 
kalanya karena disebabkan satu dan lain hal debitr tidak mampu membayar 
pinjaman yang telah diterima maka akan dilakukan eksekusi penyitaan 
terhadap benda yang dijadikan jaminan oleh debitor. Contoh kasus lainnya 
perlunya jaminan kebendaan dapat dilihat dari banyaknya iklan lelang atas 
tanah, bangunan atau kendaraan yang dilakukan panitera yang disebabkan 
pemilik/ debitor tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembayaran 
kredit (pinjaman/ utang piutang) sebagaimana kesepakatan bersama.  
Suatu perjanjian pembiayaan konsumen tidak selalu dapat berjalan 
lancar. Yang biasanya terjadi adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari 
konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan, atau sering disebut 
wanprestasi. Oleh karena itulah, perjanjian pembiayaan konsumen yang 
dibuat oleh perusahaan pembiayaan selalu mengikutkan adanya jaminan 
fidusia. Hal ini dimaksudkan agar apabila terjadi masalah, misalnya 
wanprestasi, eksekusinya dapat dengan mudah dilakukan, sebagaimana yang 
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dimaksud dalam Pasal 29
5
 yang mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia. 
Namun, meskipun Pasal 29 tersebut sudah mengatur demikian, ketentuan 
tersebut tidak memberikan aturan secara terperinci dan tegas bagaimana tata 
cara pelaksanaan eksekusi yang harus ditempuh oleh kreditur dan juga sampai 
saat ini tidak ada peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut menjadi sangat 
riskan bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, yang 
memberitakan bahwa telah terjadi gugatan oleh debitur kepada kreditur 
sebagai pihak pembiayaan konsumen, dalam kasus posisi sebagai berikut : 
Evv Yulasardi adalah seorang debitur yang melayangkan gugatan terhadap 
PT. Bank Danamon Indonesia selaku kreditur pembiayaan konsumen. 
Menuding PT. Danamon melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, 
ia meminta agar PT. Bank Danamon tidak melakukan tindakan hukum tanah 
yang dijaminkan oleh debitur karena mash berstatus quo. Hubungan hukum 
Evy dengan PT. Bank Danamon bermula pada tanggal 27 Oktober 2015 
PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengadakan Perjanjian Kredit 
(pinjaman/ utang piutang) No.32 yang dibuat Notariil oleh V. Henry Notaris 
di Surakarta, dengan Fasilitas Kridit Rekening Koran (KRK) sebesar 
Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar   rupiah) dengan jangka waktu 27 April 
2017 dan berakhir 27 Oktober 2017. Lalu pada tanggal 24 Mei 2017 
PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengadakan Perjanjian Perpanjangan 
dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (pinjaman/ utang piutang) Nomor: 
PPPTPK/113/2017, dengan jaminan dua  buah sertifikat atas nama 
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SUMIYEM (Ibu Kandung PENGGUGAT) yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 
2561 Luas ± 300 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor  845  Luas  ±  300  
m²  keduanya  terletak  di  Desa  Klodran Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar. Di tengah jalan, Evy tak membayar angsuran sesuai 
batas waktu yang diperjanjikan. PT. Bank Danamon bereaksi dengan 
mengirimkan surat peringatan. Lantaran tak ada pelunasan kewajiban, PT. 
Bank Danamon melelang tanah yang menjadi jaminan atas pinjaman tersebut. 
Evy tidak terima, dan menempuh upaya hukum.  
Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili kasus tersebut, 
mengabulkan permohonan Evy dan merintahkan PT. Bank Danamon 
membatalkan lelang terhadap tanah tersebut, memberikan waktu kepada Evy 
untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu dua tahun sejak keputusan ini 
dibuat. 
Pentingnya jaminan perseorangan, dari uraian latar belakang terlihat 
sebagai bentuk tanggungjawab moral dari calon debitor, jika terjadi kredit 
(pinjaman/ utang piutang) macet, tidak hanya debitor yang harus 
bertanggungjawab namun juga penjamin memiliki tanggungjawab. Dari pihak 
kreditur (bank) adanya jaminan perseorang, merupakan salah satu referensi 
untuk mempermudah proses pencarian kredit (pinjaman/ utang piutang), 
terlebih jika penjamin tersebut memiliki latar belakang kredit (pinjaman/ utang 
piutang) yang baik. 
Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk meneliti amar putusan 
sebagaimana yang tercantum dalam Putusan No. 25/ Pdt.G/ 2018/ PN Skt, 
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terutama pada pertimbangan hakim atas hutang piutang antara nasabah 
dengan bank, petimbangan apa saja yang diambil oleh hakim dalam 
memutuskan perkara tersebut, dan bagaimana akibat hukum atas keputusan 
tersebut diatas. Penulis akan mengkaji masalah tersebut dalam bentuk 
penulisan hukum ini dengan judul: Proses Pemeriksaan Perkara Wanprestasi 
Dalam Utang Piutang Dan Pangajuan Eksekusi Ke Pengadilan Negeri Oleh 
Pihak Lawan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta). 
 
B .  Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan latar belakang  yang telah  diuraikan sebelumnya, 
penulis menetapkan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana hakim dalam mempertimbangkan pembuktian atas perkara 
utang piutang? 
2. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan atas perkara utang piutang 
dan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan pelaksanaan eksekusi 
putusan yang masih dalam status quo yang diajukan oleh penggugat ke 
pengadilan negeri? 
3. Bagaimana akibat hukum setelah putusan tersebut dijatuhkan oleh 
hakim? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian atas perkara utang 
piutang. 
2. Mengetahui penentuan putusan hakim atas perkara utang piutang dan 
bagaimana hakim dalam mempertimbangkan pelaksanaan eksekusi 
putusan yang masih dalam status quo yang diajukan oleh penggugat ke 
pengadilan negeri. 
3. Mengetahui akibat hukum setelah putusan tersebut dijatuhkan oleh 
hakim. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 
yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 
1. Bagi Penulis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah penetahuan dan 
pengalaman bagi penulis, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi 
dan akibat hukum yang timbul.  
2. Bagi Ilmu Hukum 
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya kaitannya dengan 
penyitaan jaminan kredit (pinjaman/ utang piutang) macet/ bermasalah. 
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3. Bagi Masyarakat  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 
serta tambahan pengetahuan bagi para masyarakat yang terkait dengan 
masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang pada kesempatan 
lain mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research), yang 
merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder dengan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan 
pendekatan aspek-aspek hukum, asas, kaidah hukum mengenai perkara 
perbuatan melawan hukum atas pengajuan lelang pada barang jaminan 
yang masih berstatus quo, antara penggugat (Sdr. Evy) dengan tergugat 
(PT. Bank Danamon, Tbk.) 
2. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan 
gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan, menyusun 
dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang 
terkait perkara perbuatan melawan hukum perbuatan melawan hukum atas 
pengajuan lelang pada barang jaminan yang masih berstatus quo, antara 
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penggugat (Sdr. Evy) dengan tergugat (PT. Bank Danamon, Tbk.) 
3. Sumber Data 
a. Penelitian Kepustakaan 
 Dalam penelitian kepustakaan, untuk mendapatkan bahan hukum 
sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 
mengikat berupa norma, asas atau kaidah peraturan 
perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer 
yang digunakan adalah: 
a) Kita Undang-undang Hukum Perdata 
b)  HIR/ Rbg 
c)  Yurisprudensi 
2) Bahan hukum sekunder, berupa penunjang yang memberkan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa 
literatur-literatur, jurnal, artikel ilimiah dan peraturan-peraturan 
lain yang berhubngan dengan hukum perbuatan melawan hukum 
atas pengajuan lelang pada barang jaminan yang masih berstatus 
quo, antara penggugat (Sdr. Evy) dengan tergugat (PT. Bank 
Danamon, Tbk.) 
b. Penelitian Lapangan 
 Penelitian lapangan, digunakukan untuk mendapatkan bahan 
hukum primer berupa: 
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1) Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan 
bahwa sumber data yang ada pada lokasi tersebut memungkinkan 
untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan perbuatan 
melawan hukum atas pengajuan lelang pada barang jaminan yang 
masih berstatus quo, antara penggugat (Sdr. Evy) dengan tergugat 
(PT. Bank Danamon, Tbk.). 
2) Subjek Penelitian 
 Subjek penelitian penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta. 
4. Metode Pengumpulan Data 
  Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 
a. Penelitian Kepustakaan 
  Diperoleh dengan melalui pengumpulan data dengan mempelajari 
kedua bahan hukum tersebut diatas, baik bahan hukum primer yaitu 
KUHPerdata mupun yurisprudensi maupun bahan hukum sekunder. 
b. Penelitian Lapangan  
 Diperoleh dengan melalui metode wawancara yaitu dengan cara 
memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan percakapan yang 
dilakukan oleh kedua pihak, pewancara (penulis) yaitu yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban 
atas pertanyaan tersebut. 
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5. Metode Analisis Data 
  Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
yang artinya peraturan perundang-undangan, literatur-literatr, buku yang 
ada hubungannya dengan objek penelitian ini serta yurisprudensi tentang 
permasalahan proses penyelesaian wanprestasi pembayaran kredit 
(pinjaman/ utang piutang) dengan agunan sertifikat, dipadukan dengan 
pendapat responden yang ada dilapangan dan selanjutnya dianalisis secara 
kualitatif untuk mencari pemecahan yang kemudian dapat ditarik 
kesimpulan.  
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:  
BAB I :  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Perumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian  
F. Sistematika Penulisan Hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang 
1. Pengertian Utang Piutang 
2. Pihak Yang Melakukan Utang Piutang 
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3. Perjanjian Antara Para Pihak 
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
5. Tanggungjawab hukum Atas Dasar Wanprestasi  
B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Lelang 
1. Pengertian Tentang Eksekusi Lelang 
2. Permohonan Eksekusi Lelang ke Pengadilan Negeri 
3. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara 
a. Menyusun Gugatan 
b. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri 
c. Pemanggilan Para Pihak 
d. Usaha Perdamaian 
e. Pembacaan Gugatan Penggugat, Jawaban Gugatan 
Replik, Duplik  
f. Beban Pembuktian, Alat Bukti, Kesimpulan 
Pembuktian 
g. Pengertian Putusan 
h. Macam-macam Putusan 
i. Pertimbangan Putusan 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Utang Piutang 
Penggugat Dalam Pemeriksaan Perkara. 
B. Penentuan Putusan Hakim Atas Perkara Pengggat Dan 
Bagaimana Hakim Dalam Mempertimbangkan Pelaksanaan 
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Eksekusi Putusan Yang Masih Dalam Status Quo Yang 
Diajukan Oleh Penggugat Ke Pengadilan Negeri. 
C. Akibat Hukum Setelah Putusan Tersebut Dijatuhkan Oleh 
Hakim. 
BAB IV :  PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran 
C. Implikasi 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
 
 
